
PETIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 29 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang : a. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap
penggunaan fasilitas telekomunikasi semakin meningkat
mendorong terjadinya peningkatan pembangunan menara
telekomunikasi di Kabupaten Mukomuko;

b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan
Menara Telekomunikasi harus memperhatikan faktor
keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika
lingkungan;

c. bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Pengendalian
Menara Telekomunikasi menjadi kewenagan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3833);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);



4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma
dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4266);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoneisa Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
3930);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang
Pengamanan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 3981);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara RI
Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006
tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;



13. Peraturan Menteri Komunikasi Informatika Nomor
02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman
Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama
Telekomunikasi;

14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18
Tahun 2009, Nomor 07/PERT/M/2009, Nomor
19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tanggal 30
Maret 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan
Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mukomuko.
2. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
4. Dinas Perhubungan dan Komunikasi adalah Dinas Perhubungan dan

Komunikasi Kabupaten Mukomuko.
5. Komunikasi adalah suatu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa,

dengan saluran apa dan kepada siapa.
6. Informatika adalah Kumpulan Disiplin Ilmu (scientific discipline) dan Disiplin

Teknik (engineering discipline) yang secara spesifik menyangkut
transformasi/pengolahan dari "Fakta Simbolik" (data/informasi), yang terutama
menggunakan fasilitas mesin-mesin otomatis/komputer.

7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan
dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara,
dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik
lainnya.



8. Alat Telekomunikasi adalah setiap perlengkapan yang digunakan dalam
bertelekomunikasi.

9. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan
kelengkapan yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.

10. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan
telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

11. Badan Penyelenggara adalah bentuk badan usaha sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang bertindak sebagai pemegang kuasa
penyelenggara jasa teleomunikasi dan informasi.

12. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang
untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk
konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.

13. Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara
bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.

14. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha
milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi
pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.

15. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki,
menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan
bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.

16. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan
Menara yang dimiliki oleh pihak lain.

17. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan
usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi
pembangunan Menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk
mewujudkan suatu hasil perencanaan Menara untuk pihak lain.

18. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang
menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi
sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station
Controller (BSC).

19. Izin Mendirikan Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

20. Badan Usaha Indonesia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang
didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di
Indonesia, serta beroperasi di Indonesia.

21. Izin adalah hak yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi
dan Informatika atas nama Bupati/Walikota kepada pemohon dengan
memenuhi persyaratan yang berlaku untuk penyelenggara jasa komunikasi dan
informasi, berupa Surat Izin Pengusaha Jasa Komunikasi dan Informasi yang
selanjutnya disebut SIPJKI.

22. Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko
untuk kepentingan orang pribadi atau badan lain.

23. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintahan Derah Kabupaten
Mukomuko dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan lain
yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya
alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan
umum dan menjaga kelestarian Daerah Kabupaten Mukomuko.



BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut retribusi
atas pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi
dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 3

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang
untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan,
dan kepentingan umum.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa
pengendalian menara telekomunikasi.

24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan lain yang menurut peraturan
perundangan-undangan Retribusi Daerah Kabupaten Mukomuko diwajibkan
untuk melakukan pembayaran retribusi.

25. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi
wajib retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah
Kabupaten Mukomuko dalam bidang usaha jasa pos dan telekomunikasi.

26. Surat Ketetapan Retribusi Derah, yang selajutnya disebut SKRD adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga
dan/atau benda.

28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan
mengolah data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka
melaksankan ketentuan peraturan perundangan-undangan retribusi Daerah
Kabupaten Mukomuko.

29. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyedik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya dapat disebut
Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.


